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TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang - a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
periu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Meodal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai ftentang Izin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomaor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

AT 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
5 Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
P Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Jar St Nomor 5157),

ree S 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang
“ete Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara
P Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
p3g tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Teis Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
1 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); &
'
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